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Abstract: The New Order government in codifying or establish the doctrines of
Islamic law in national law, are not sincere to meet the needs of Muslims, in consideration
of the government are more concerned to maintain the continuity of its political status quo,
so the possibility of law that law exists in the form of positive law if there is a desire politics
of government. Contributing factor in the political configuration including the New Or-
der government was authoritarian political configuration, weak legislatures and
executiveagencies is very strong, authoritarian political configuration of the law gave
birth to conservative or orthodox.
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Abstrak: Pemerintah Orde Baru dalam mengkodifikasikan atau membentuk berbagai doktrin
hukum Islam dalam hukum nasional, adalah tidak tulus hati untuk memenuhi kebutuhan
umat Islam, dalam pertimbangannya pemerintah lebih mementingkan untuk menjaga
kelangsungan status quo politiknya, sehingga kemungkinan hukum hukum itu ada dalam
bentuk hukum positif jika ada keinginan politik dari pemerintah. Faktor penyebabnya di
antaranya konfigurasi politik pemerintahan Orde Baru adalah konfigurasi politik
otoritarian, lembaga legislatif lemah dan lembaga ekskutif sangat kuat, dari konfigurasi

politik otoritarian melahirkan hukum yang konservatif atau ortodoks.

Kata kunci: Orde Baru, konfigurasi pol

PENDAHULUAN

Di Indonesi a, keinginan untuk menegak-
kan syari‘at Idam, baik melaui jaur politik dan
konstitusi yang legal maupun melaluai
perjuangan fisk dengan menentang pemerintah
yang sah telah menjadi sebagian dari sgjarah
panjang perjuangan umat Islam di negari ini.

!Ahmad Faissal, Rekonstruksi Syari‘at Islam

itik, konservatif.

Namun demikian kenyataan sosial politik
menujukkan bahwagagasan semacamitu tidak
pernah mendapat dukungan mayoritas pen-
duduk .Fenomenaini oleh banyak pengamat
dianggap aneh, sebab Indonesiadikena sebagai
negeri dengan penganut |lamterbesar di dunia.
Bagaimanamungkin di negeri yang mayoritas
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penduduk Mudim gagasan penegakkan syari* at
Idamtidak pernah mendapat sambutan serius.!

Mengapademikian, sebabrediataspolitik
kitadi Indonesiayang secara konstitusional
bukan negaraldam melainkan negaraPancasila
sehinggatidak memungkinkan secaraformal
kel embagaan umat [Idam mewujudkan seutuhnya
prinsip Islam tentang hukum terutamadalam
bentuknyayang resmi.

Hubungan syari* ahdan politik merupakan
bagian yang menyatu di Indonesiasgjak zaman
kergjaan-kergjaan Islam di abad ke-17.
Kenyataan ini tidak dapat dielak bahwa ada
hubungan dengan gagasan negaralslam yang
karakternyaadaah ditandai dengan berlakunya
gyai‘ah? Syai‘ ahaauHukumldamddam Tata
Hukum Nasional telah diakui sebagai sebuah
sistem hukum yang dapat dijadikan bahan bagi
pembentukan hukum nasional, bersama-sama
dengan sitem-sistem hukum yang lain seperti
hukum Barat dan hukumAdeat.*

Jadi secaragarisbesarnyas stem hukum
di Indonesiameliputi tigasistem hukum, dan
ddam perkembangan s stem hukum di Indone-
sadi kemudian hari ketigasstem hukum dalam
pengertiannyayang dinamisakan menjadi bahan
baku hukum nasiona. Oleh karenaitu makalah
ini akan mencobamempotret perkembangan
kebijakan politik memberlakukan hukumIdam
sebagal salah satu bahan baku bagi pembentukan
hukum nasiona padamasapemerintahan Orde
Baru.

Pemerintahan Orde Baru adal ah peme-

rintahanyang menggantikan 9 stem pemerintahan

Soekarno (Orde Lama) yang mengalami krisis
ekonomi dan politik yang akut, yang ditandai
oleh G 30 S/PKI tahun 1965. Setelah G30 S./
PKI berhasil ditumpas oleh Angkatan Darat,
sgjarah politik Indonesiaakhirnyamel ahirkan
surat perintah sebelas Maret tahun 1966 dari
Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk
mengambil segalatindakan yang diperlukan
dalam rangkakeselamatan negaradan kepala
negara. Berdasr surat perintah itulah, diluar
kehendak Bung Karno, Jendral Soeharto
membubarkan PKI dan memproklamirkan
sistem politik baru yang disebut Orde Baru
(Orba). Dengan munculnyaOrde Baru, maka
periode pemerintahan sebelumnya disebut
sebgai periode Orde Lama. Orde Baru sendiri
diartikan sebagai tatanan politik dan masyarakat
Indonesiayang didasarkan pada pel aksanaan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen.®

TEORI POLITIKHUKUM ISLAM

Politik hukum adalah kebijakan dasar
penyelengaranegaradaam bidang hukumyang
akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber
dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat
untuk mencapal tujuan negara yang dicita-
citakan.®

Hukum Idam adalah suatu sstem hukum
di duniayang sumber utamanayaadalah wahyu
Allah, sehinggamempunyai konskuensi atau
pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu
hukum |dam dapat berupa hukum yang secara
langsung berasal dari wahyu (syari‘ah) atau

3Arsekal Salim and Azyumardi Azra, Introduction The State and Shari‘a in Perspective of Indonesian Legal

Politics, him. 3.

“Mudzakir, “Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional : Upaya Restrukturisasi Perunadng-undangan
Nasional”, dalam Jurnal Mazhabuna, No. 2 Tahun 11/2003 him. 23.
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hukum yang merupakan hasil ijtihad para

mujtahidin (figh), yang keduainilahyanglebih

banyak.

Selanjutnya yang dimaksud dengan
Politik Hukum Ilam adal ah upayakebijakan
pember-lakuan hukum Idam sebagal sdah satu
hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu
dengan memperhatikan tentang segi ke-
bhinnekaan (Pluralitas), dan dalam proses
pemberlakuan harusmemperhatikan pulaatau
berorientas kepadakepentingan bangsaatau
nasiona (Ingtegritas), artinya terlayaninya
segala segi kehidupan tanpa menimbulkan
goncangan dan keresahan, tanpapaksaan, dan
tetap menghormati nilai-nilai esensial yang
mengandung sifat keragaman. Makahukum
yang mengabdi kepentingan ini tidak harus
berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud
satu kodifikasi hukum yang mengandung
unifikas hukum, dalam bidang hukum tertentu
(yang netral dari keyakinan agama) dan
mengandung diferensias hukum dalam bidang
hukum yang sangat akrab dengan keyakinan
agama’(hukum Idam).

Menurut teori eksistensi merumuskan
keadaan hukum nasional Indonesiamasalalu,
dan masamendatang bahwahukum Idam ada
daam hukum nasional Indonesia, baik dalam
hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam
berbagal lapangan kehidupan hukum dan
praktek 8 Teori ini menerangkan tentang adanya
hukum Idam di dalam hukum nasiona Indone-
Saituidah:

1. adadaam arti sebagai bagian integral
hukum nasiond Indonesia.

2. adadaam arti adanyadengan kemandiri-
annyayang diakui adanyadan kekuatan
dan wibawanyaoleh hukum nasiona dan
diberi statussebaga hukumnasiond.

3. adaddamhukumnasond ddamarti norma
hukum Islam (agama) berfungsi sebagai
penyaring bahan-bahan hukum nasional
Indonesia

4. adadalam arti sebagai bahan utamadan
unsur utamahukum nasiond Indonesia®

Selain teori di atas, telah muncul be-
berapateori tentang berlakunyahukumIdam,
yatu:

1. PenerimaanAutoritasHukum

Teori ini dikemukakann oleh H.A.R.
Gibb, bahwaorang Idam, kaautelah menerima
Idam sebaga agamanya, iamenerimaauitoritas
hukum Idamterhadap dirinya. Secarasosologis
orang-orang yang sudah beragama Islam
menerimaautoritas hukum Islam, taat kepada
hukum Idam. Tingkatan ketastan tigp manusia
mesti berbeda-beda, bergantung takwanya
kepadaAllah. Adayang tingkatannyadalam
keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya
da am beberapabidang hukum. Hal ini sebagai
mana pernyataan Gibb, adalah lebih sesuai
mendekati tujuan kitadengan memahamkan
interaks antar hukum Idam dengan masyarakat
Mudim. Tigp-tigp S stem hukumterlebih dahulu
menggambarkan kemungkinan bahwaorang-
orang kepada siapaiaakan diperlakukan akan
suka membenarkan kekuasaannya dan
mengakui mengikat atasmereka, dan wa aupun
demikian, mereka dapat sewaktu-waktu
menjalani resiko perintah dan larangan yang
nyatadari hukumitu. Jadi penerimaan hukum
Idamitu adaah atas syarat penerimaan agama
Islam, tetapi juga dengan tidak boleh tidak
dengan menjadi kaum Mudimin. Agamaldam
telah diterimaatau dianut ol eh sebagian besar
masyarakat, dan masyarakat masng-masingini
mempunyai tradis sosia dan hukumnyayang

"Ichtiyanto, “ Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S.Praja, Hukum
Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembenmtukan. (Bandung:P.T. Remaja Rosdakarya, 1991), him. 97.

8lbid., him 101.
°Ibid., him. 137.
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panjang. Dalam menganut Islam sebagai
agamanya, anggota-anggotamasyarakat itupun
pada pokoknya membenarkan kekuasaan
hukum Idam.°

L ebihjauh Gibb menjdaskan, sesungguh-
nya para pemimpin agama (Islam) sudah
berusahadengan amat susah payah dan dengan
waktu yang sedemikianlamauntuk memperluas
dan mengembangkanjurisdiks hukum Idamdi
kalangan umat Islam. Dalam usahanya ini
mereka memperoleh hasil yang amat besar,
wal aupun mas h adakel ompok-ke ompok umat
|dam yang berpegang padaadat merekatetapi
dilihat dari capaiannyaadal ah telah berhasil,
yaitumenjadi instrumen untuk menguatkan dan
mempersatukan etikasosid Idam.

Hukum Islam adalah alat yang ampuh
untuk mempersatukan etikasosial Islam. Or-
ang |am secarainternasional bersatu dalam
nila-nila hukumIdam. Namundi kdanganumeat
Islam dikenal pulakeanekaragaman paham
hukum Islamnya. Di kalangan umat Islam
berkembang tolerang perbedaan paham hukum
dan praktik hukum karena perbedaan-
perbedaan yang ada, namun etika hukumnya
sama. Karena Muslimin mentaati Allah,
RasulNya, dan menjunjung tinggi paraulama
yang mengembangkan hukum Islam karena
tuntutan zaman dan perbedaan situasi dan
kondis masyarakat. Teori menggambarkan pula
bahwadi dalam masyarakat | dam adahukum
Idam. Hukum Islam adadi masyarakat Iam
karenahukum Islam ditaati oleh orang-orang
Islam. Orang Islam mentaati hukum Islam
karenadiperintah oleh Allah dan RasulNya.
Oleh karenaitu kalau merekatelah menerima
Islam sebagal agamanya, mereka menerima
autoritas hukum Islam terhadap dirinya. Bagi

orang Idam, hukum Idam ada ah kehendak dan
tatanan Allah dantradis Rasul .2

Inilah perbedaannya dengan hukum
Romawi dan hukum modern padaumumnya,
hukum bukanlah hasil karyayang gradua dari
manusia, hukum Islam adalah ketentuan
agama.13

2. Receptio in complexu

Teori ini dikemukakan olehMr. Lodewijk
Willem Christian van den Berg (1845-1927)
yang menyatakan bahwa bagi orang Islam
berlaku penuh hukum Islam sebab diatelah
memeluk agama Islam walaupun dalam
pelaaksanaannya terdapat penyimpangan-
penyimpangan. van den Berg addah ahli ddam
bidang hukum Idlam dan disebut “ orang yang
menemukan dan memperlihatkan berlakunya
hukum Idamdi Indonesia” waaupun sebelum-
nyatelah banyak penulisyang membicarakan-
nya. Dia juga mengusahakan agar hukum
kewarisan dan hukum perkawinan Islam
dijaankan oleh hakim-hakim Belandadengan
bantuan parapenghulu kadi Idam.**

3. Receptie

Teori ini dikemukakan oleh Christian
Snouck Hurgronye (1857- 1936) kemudian
dikembangkan oleh C. van Vollenhovendan Ter
Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa bagi
rakyat pribumi padadasarnyaberlaku hukum
adat; hukum Idam berlaku ka au normahukum
Idamitutelah diterimaoleh masyarakat sebagai
hukum adat.

Teori ini berpangkal dari keinginan
Snouck Hurgronye agar orang-orang pribumi
rakyat jgjahan jangan sampai kuat memegang
Idam, sebab padaumumnyaorang-orang yang

H.A.R. Gibb, Modern Trends In Islam. (Chicago: The University of Chocago, 1972), him. 88

1bid., him 88-89.

| chtiyanto, “Pengembangan Teori...”, him. 116.
BH.A.R. Gibb, Modern Trends..., him 87.

1| chtiyanto, “Pengembangan Teori...”, him. 118.
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kuat memegang agamaldam dan hukum Idam
tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban
Barat.®®

4. Receptie exit

Mengenai ide-ide pemberlakuan hukum
Idam, |ebihlanjut dapat dipahami dari pandang-
an dan andisisnyaHazairin yang menegaskan
agar hukum Idamituberlaku di Indonesia, tidak
berdasar padahukum adat. Berlakunyahukum
Idam untuk orang Indonesiasupayadisandar-
kan pada penunjukan peraturan perundang-
-undangan sendiri. Oleh karena itu, Theory
Receptie menurut Hazairin diidentifisir sebagai
teori iblis yang harus exit, yang bertujuan
menentang iman orang |slam dan bagi orang
yang secara sadar mel aksanakannya disebut
munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan
bahwatheory Receptie itu dengan sendirinya
sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih
setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Rl
tanggal 5 Juli 1959 yang menggambarkan
keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakartaitu
menjiwal UUD 1945 dan merupakan suatu
rangkaian kesatuan dengan konstitus tersebut.
K eyakinan tersebut bukan keyakinan ansich,
tetapi pernyataan (constatering) dari rangkaian
fakta-faktayang sesungguhnyadan sebenarnya
terjadi. Yang menghapuskan theory Receptieitu
menurut Hazairin, yaitu kalimat yang berbunyi
“K etuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
Ke-wgjiban tersebut tel ah ditegaskan kembali
melaui Tgp MPRSNo. || Tahun 1960, tangga
3 Desember 1960, yang menyuruh mengatur
syari’at Islam itu dengan undang-undang,
dengan syarat hidup kekeluargaan menurut

Blbid.,.

sistem parental. Dengan demikian terlihat
dengan jelas bahwa theory Receptie tidak
berlakulagi.®

5. Receptio a Contrario

Jikateori receptie melihat kedudukan
hukum Islam terhadap hukum adat dimana
hukum adat didahulukan sebagai hukum yang
berlaku, makateori receptio acontrario men-
dudukkan hukum adat sebaliknya. Oleh karena
itu, Sayuti Thalib menyebutkan teorinya
merupakan kebalikan dari teori receptie, yang
kemudian disebut teori receptio a contrario.'’

6. Eklektissme

Hukum |slam adal ah sal ah satu bahan
baku dari tigabahan baku hukumnasiond, agar
bahan baku tersebut dapat berfungs maksimal
maka perlu dikemas dalam Hukum Nasional
yang proses pembentukannyamenghindar dari
pendekatan ideol ogistetapi dengan eklektiss-
meartinyamengambil yang terbaik dari esens
hukum nasional termasuk hukum Islam yang
sesuai denga kepribadian bangsadan nasio-
naismebangsalndonesia. Dan ketikamengarah
pada satu bentuk bernama““hukum nasional”,
maka di dalam proses itu pada hakekatnya
kompetis antar ketiganya(hukum dam, hukum
Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian
netral dan positif, bukan dalam pengertian
negatif.’®

Selanjutnya dalam rangka menuju
positivisas hukum perlu diperhatikan adanya
kaedah-kaedah penuntun nasional®, yaitu:
pertama hukum di Indonesiaharus menjamin
integrasi atau keutuhan bangsa dan karenya
tidak boleh ada hukum yang diskriminatif

¥Hazairin, Tujuh Serangkai Hukum. (Jakarta: Tintamas, 1974), him 6-7.
7Sayuti Thalib,Receptio a Contrario. (Jakarta:BinaAksara, 1982), him. 65-67.
BA, Qodri Azizy, , Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum. (Jakarta,: Teraju PT.

Mizan Publika), 2004), him. 12.

¥*Moh. Mahfud MD, ‘ Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia’ dalam Syamsul Anwar, Antologi
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas. (Yogyakarta: Fakultas Syari ah UIN Sunan

Kaliaiga, 2008), him. 72.
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berdasarkanikatan primordid, hukum nasiona
harusmenjagakeutuhan bangsadan negarabaik
secarateritori maupunideologi.

Kedua, hukum harusdiciptakan secara
demokratisdan nomokratisberdasarkan hikah
kebijaksanaan. Pembuatannyaharus mencerap
dan melibatkan aspirasi rakyat dan dilakukan
dengan cara-cara yang secara hukum atau
prosedural fair. Dan tidak cukup dengan
demokarasi tetapi harus disesuaikan dengan
fasafah yang mendasarinya.

Ketiga, hukum harus mendorong
terciptanyakeadilan sosial yang anataralain,
ditandai oleh adanya proteksi khusus oleh
negaraterhadap kelompok masyarakat yang
lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara
bebas btapi tidak pernah seimbang dengan
sekelompok kecil bagian masyarakat yang kuet.

Keempat, tidak boleh adahukum publik
(mengikat komunitasyangikatan primordiadnya
beragam) yang didasarkan gjaran agama
tertentu sebab negarahukum Pancasilameng-
haruskan tampilnbyahukum yang menjamin
tolerans hidup beragamayang berperadaban.
Medaului kaedah-kaedah di ataslahirlah sstem
hukum nasiona atau sistem hukum Pancasila
yang bercirikan Prismatik (bahwa sistem
hukum itu merupakan perpaduan antaradua
sistem yang bertentangan tetapi dapat di ambil
segi-segi positifnya)®.

KEPENTINGAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM

Dalam pengamatan B.J. Boland, setelah
paratokoh Idam tidak berhasil memperjuang-
kan Indonesiasebagai negaralslam, bahkan
tidak berhasil pula untuk memberlakukan

hukum | dam secarakeseal uruhan yang berlaku
bagi umat Islam, maka mereka berusaha
melakukan upayadari sudut lain, yaitu berusaha
memberlakukan hukum Idamwaaupun hanya
padamasl ah-masal ah tertentu, seperti hukum
perkawinan dan kewarisan.

PadamasaOrde Baru telah hadir suatu
kebijakan politik hukum dituangkan dalam
Garis-GarisBesar Haluan Negara1973, 1978,
1983 dan 1988 serta 1993, tetapi perhatian
khusus secaraeksplisit terhadap hukum Idlam
tidak ada, artinya pembahasan |ebih konpre-
hensf sgauhmanaperan dan sumbangan hukum
Islam dalam mengis hukum nasional, belum
dengantegasdinyatakan ddam GBHN. Upaya
menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku
atau sumber hukum nasional yang meliputi
permasal ahan kehidupan selainibadah belum
serius atau setidaknya belum menampakkan
hasil. Padahal, sekali lagi posis hukum Idlam
sebagai bahan baku hukum nasional dapat
diwujudkan ddam hampir sesmuamateri hukum,
terlebihlagi ketikayang ditekankanadaahnila
dan etikadari maknayang terkandung di dalam
hukum Idlamitu, baik terhadap materi hukum
maupun penegak hukumnya.?

Hanyasgape u diketahui, hukum Idam
sebagi sumber hukum bersamasumber yanglan
bukan berarti iaharus menjadi hukum formal
dengan bentuk sendiri secaraekdusif, kecuali
sfanyauntuk melayani (bukan memberlakukan
secaraimperatif) terhadap yang sudah berlaku
sebagal kesadaran dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber hukum disini harusdiartikan sebagai
sumber hukum materiil dalam arti menjadi
bahanig untuk untuk sumber hukumformil. Dari
sini dapat dipahami bahwasumber hukumitu

2Secara metodologis dapat dibandingkan dengan teori Istihsan dalam hukum Islam yang salah satu
rumusannyaadalah hukum itu dibangan atau dibentuk atas dasar nilai kebaikan (daruri) yang ada pada saat itu,
contoh konkrit Nabi Muhammad SAW., membolehkan jual beli dengan pesanan bagi masyarakat yang menjadi
kebiasaan pendujduk Madinah, demikian juga Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mu‘minin tidak
mel aksanakan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri..

2B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, terjemahan. (Jakarta: PT. Grafiti Pers, 1985), him. 171.

2/, Qodri Azizy, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam...him. 159-161.
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adaduamacam, yakni sumber hukum materiil
(bahan baku yang belum mempunyai bentuk
hukum tertentu) dan sumber hukum formil
(bahan baku yang telah mempunyai bentuk
hukum tertentu dan mengikat berlakunya
sebagai hukum).

Dari kerangkakebijakan hukum di atas,
makapemerintah mel akuakan univikas hukum
yang mencerminkan masyarakat kita untuk
mengakhiri semua kolonialisasi yang telah
berlangsunglama, danini sddu dituangkan dari
GBHN ke GBHN pada masa Orde Baru.
Meskipun secaraeksplisit hukum Islam tidak
dituangkan ddam GBHN, adasuatu yang harus
diakui, lahirnyaundang-undang yang terkait
dengan hukumldam. Ddammeredisr kebijak-
anini paling tidak adatigalangkah atau bentuk
kebijakan politik.

Pertama, uninivikasi hukum, sebagai
manadi sebut di ataskebijakanini menjadi blue-
print dalam sistem hukum nasional . K ebijakan
ini dengan memperhatikan rambu-rambu atau
kaedah penuntut, yaitu nasionalisme dan ber-
wawasan nusantara. DijelaskanolehFadli Lubis
sebagaiamanadikutipArseka Sdim, univikas
yang dipilihaddahbukanyangrigidkarenagkan
menimbulkan ketidakadilan dan kesalahan.
Kebijakan ini selalu dapat digunakan dan
disal ahgunakan tergantung i nteres pemerintah
saat itu, semisal Undang-Undang tentang
Perkawianan dan Peradilan Agamal.?* Untuk
Undang-undang Perkawinanterjadi univikas
dalamdiferendas, dan untuk Undang-undang
Peradilan Agama pemerintah mengabaikan
pringp dasar univikas hukum yang cenderung
membedakan peradilan yang menyesuaikan
dengan respon negarauntuk kebutuhan umat
Idam, sshinggaundang-undangini dinilal sebaga

undang yang diskriminatif. Kasusyang sama

juga terjadi pada Kompilasi Hukum Islam
(KHI) meskipuntidak terkemasda am Undang-
Undang, yaitu dalam sebuah Instrumen Hukum
Instruks Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991.
Menteri AgamaMunawir Syadzali mengatakan
bahwa setiap perbedaan aturan tidak harus
diterima sebagai sebuah ketidak samaan di
depan hukum.? Pertanyaan berikutnyaapakah
faktor yang menjadikan perundang-undangan
di atasini berbeda? Benarkahitu sebagai salah
satu bentuk hukum yang berciri Prismatik,
bahwa hukum itu dibangun atas dasar per-
timbangan kemad ahatan saat itu?

Bilakita cermati lebih jauh jelas me-
nunjukkan adanyapengaruh konfiguras politik
pemerintah dan umat |Idamyang berbedaantara
saat terbit Undang-Undang tentang Perkwinan
(1974) dan saat terbit Undang-Undang tentang
Peradilan Agama (1989) adalah sebuah
undang-undang yang mengejutkan banyak
kalangan pemerhéti, padatanggd 29 Desember
1989 disahkan, yang memunculkan perubahan
yang paling baru tentang pengadilan agama
sebagal indtitus. Cita-citaparamodernisMus-
lim untuk dapat mempromosikan lembaga
peradilan sesuai dengan sistem peradilan mod-
erntercgpal lewat aturan-aturan yang adadalam
undang-undang ini,?® demikian juga dengan
KHI. Inpres. No. 1 Tahun 1991, sebagaimana
pada masa VOC. telah ada Compendium
Frijer.

Pada saat Rancangan Undang-Undang
Perkawianan digjukan oleh pemerintahkeDPR
untuk dibahas sampai dengan terbit menjadi
Undang-Undang bentuk hubungan politik
pemerintah dengan umat |slam adalah pada
posis tidak harmonis. Sekitar tahun 1968
hubungan politik antarapemerintah dan umat
|damtelah terbukadengan jelas adanyasuatu

ZMoh. Mahfud MD, “ Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia”’ ..., him. 73.
#Arsekal Salim and Azyumardi Azra, Introduction The State. him. 7

% |bid.

%Ratno L ukito, Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia. (Jakarta:INIS, 1998), him. 73.
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ketegangan, yaitu dengan terbitnyalnpresno
13 Tahun 1968 yang menutup perdebatan
tentang dasar negara, gerakan politik Idambisa
ditekan atau dimarginalkan. Makasgak itulah
hubungan umat Islam dengan pemerintah
menjadi tegang, jika tidak boleh dikatakan
bermusuhan. Ketegangan ini ditambah lagi
dengan munculnya Pancasila sebagal ‘ Asas
Tunggal’ pada tahun 1983 bagi parpol dan
ormas sehinggamenjadi sulit untuk memper-
juangkan berlakunya secara formal dan
eksklusf hukum-hukum Idam.?’Olehkarenaitu
aturan hukum perkawinan yang merupakan
produk hukum saet itu, adalah refleks kekuatan
politik.? Selain kitajugaharus menghormati
adanya pluralitas hukum bagi rakyat yang
majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka
Tunggal lka..

Keteganganini ditambah denganterbitnya
UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susduk MPR/DPR/DPRD dengan alasan demi
stabilitas yang dapat memperlancar pem-
bangunan ekonomi, pemerintah telah mem-
bangun format baru politik Indonesia yang
memungkinkan pemerintah sangat kuat secara
politisdanuntuk itulembagalegidatif diis oleh
eksekutif melalui kewenangan Presiden.
Ditambah lagi dengan munculnyaPancasila
sebagal ‘ AsasTungga’ padatahun 1983 bagi
parpol dan ormas sehinggamenjadi sulit untuk
memperjuangkan berlakunyasecaraformal dan
eksklusif hukum-hukum Islam.?® Rupanya
Inpres tersebut di atas juga menjadi senjata
pamungkas untuk mengakhiri perdebatan dasar
negara bahwa UUD 1945 tidak dijiwail oleh
Piagam Jakarta. Danini sangat berbedadengan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengatakan
bahwaUUD 1945 dijiwal Plagam Jakarta.

Inpresno. 13 Tahun 1968 diimplentasi-
kan padatahun 1971, yaitu padapemilu 1971
tatkalaGolkar menang secaramayoritasdalam
Pemilihan Umum. Maka sistem kepartaian
menjadi hegemony party system. Untuk
mempertahankan kemenangannya, perlu ada
usahas stematismemperkecil peran politik dari
kekuatan partal politik yanglaindan, fus partai
pun menjadi sasarannya. Dikembangkan suatu
perseps di kalangan birokrasi pemerintah
bahwa |slam merupakan ancaman bagi ke-
langsungan jaannyapemerintah. Tekanan dan
intimidas kepadaumat |dam terusdiga akkan,
pelarangan memakai jilbab di sekolah,
penghapusan libur padabulan Ramadan, sen-
sor terhadap naskah-naskah khutbah [ dul Fitri
dan 1dul Adhaterusdilakukan.*

Pengurusan izin kegiatan keislaman
dipersulit, dantidak jarang seorang da'i atau
mubalig yang sedang berceramah dimintaturun
dari mimbar dengan paksaoleh aparat karena
dianggap merongrong kewibawaan pemerintah.
Selain itu rupanya ada trauma di kalangan
pemerintah akan bangkitnyakembali kekuatan
Islam, yaitu ada keinginan di antara tokoh
Masyumi untuk merehabilitas namanyayang
bubar padatahun 1960; munculnyaisu yang
bersfat ideol ogisyakni menghidupkan kembali
Piagam Jakartadan menerapkan |d am sebagai
dasar negara; adakeinginan untuk mendirikan
partai politik yang baru; dan adanyabeberapa
tokoh Muhammadiyah yang berkeinginan
menghidupkan kembali Partai ISam Indonesia
yang belum berdiri karenapersoaaninterns..
L angkah untuk memperkokoh kekuatan rezim

ZMoh. Mahfud MD, * Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia’, him. 70

% Produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakngnya; jika konfigurasi
politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter responsif dan jika politiknya otoriter maka produk
hukumnya berwatak konserfatif. Moh. Mahfud MD, * Politik Hukum: Perbedaan konsepsi AntaraHukum Barat

dan Hukum Idlam’, him. 45.

2Moh. Mahfud MD, “Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia’... , him. 70
®Abdul AzisThaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. (Jakarta: Gemalnsani Press, 1996), him. 26.

*bid., him. 242-243.
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ini adalah dengan tumpuan kekuatan pada
birokrasi, ABRI, dan Golkar, sertamemilih
justifikasi melalui cara-cara konstitusional
sehinggaperjd ananyamemang didasarkan pada
aturan yang secaraformal ada atau dibuat.*
Dengan kata lain pada periode ini negara
menempatkan diri pada posisi hegemonik
sedangkan|dam padaposs pinggiran, sehingga
keduanya saling berlawanan dan cenderung
terlibat dalamkonflik.*®

M aka dengan menggunakan alat legal
kongtitusond ini, pemerintahan OrdeBarupun
berhasil menampilkan sebagai pemerintahan
yang menggunakan dan mematuhi hukum.
Padahal dalam kenyataannya, apa yang
dijaankan bukan rule of law, tetapi sebenarnya
hanyalah rule by law. Jikadalam rule of law
peraturan hukum dibuat dalam rangka
memberikan jaminan perlindungan terhadap
pelaksanaan hak-hak dasar warga negara,
maka pada rule by law, peraturan hukum
dibuat untuk melayani kekuasaan semata.
Konskuensinyas stem politik demokratisyang
ditegakkan hanyal ah fagade (topeng) belaka,
karena pada hakekatnyayang berdiri adalah
despotisme. Despotismemempunyai ciri khas
yaitu konsentrasi kekuasaan atau sang
pemimpin, sertamemusuhi setiap upayayang
mengarah pada pemberdayaan dan otonomi/
kemandirian individu maupun kel ompok dan
organisas dalam masyarakat®

Kondisi ketegangan politik antara
pemerintah dengan umat [Idammenjelang akhir
dasawarsa tahun 1980 an terjadi perubahan
kebijkan politik Orde Baru terhadap umat | s-
lam. Regim Orde Baru menunjukkan sikap
akomodatif terhadap soio-kultural daninteres

politik Islam. Menurut beberapa orang
pengamat munculnyasikapini adal ah sebagai
akibat dari pendekatan baru terhadap
perkembangan |d am setel ah Pancasiladiterima
sebagal asas (ideologi) tunggal. Dan dengan
Idam kultural makaumat Idam bukan sebagai
ancaman dalam negarabangsayang berdasar
Pancasila. Rasasimpatik regim Orde Baruini
mulal ditunjukkan dengan sgjumlah kebijakan
politiknyayang mempertemukan aspiras umat
Idam, di antaranyaUndang-Undang Peradilan
Agama, KHI dan Berdirinya Bank Islam.
Semuaini adaah trendsbaru yang dapat dilihat
sebagai tanda dari rekonsiliasi anatara
pemerintah dengan umat Islam setelah dua
dekade antagonisme.®

Padatahun 1983, di saat hubungan umat
Islam dengan pemerintah perlahan-lahan
berupayauntuk mengurangi kecurigaan dengan
saling memahami potensi masing-masing
(resiprokal kritis) terbitlah PPyang menunjuk-
kan betapa kuatnyakekuasaan eksekutif yaitu
PPNomor 10 Tahun 1983 tertanggal 21 April
1983 yang kemudian diubah dengan PP Nomor
45 Tahun 1990 tertanggal 6 September 1990
yang merupakan aturanyang khusustentang 1zin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai
Negeri Spil. Peraturanini dibuat sebagai aturan
organik bagi UU Perkawinan.

Memasuki periode terakhir dekade
1980-an setelah terjadi pergeseran sikap
hubungan politik antarapemerintah dan umat
|slam dengan polaakomodatif, yang diawali
pada periode K abinet Pembangunan V (1988-
1993) dan diteruskan pada Kabinet Pem-
bangunan V1 (1993-1998), makaterjadi pula
pergeseran pemaknaan unifikasi hukum. Saah

2Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. (Yogyakarta: GamaMedia, 1999), him.

17.

3K ubtowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi. (Bandung: Mizan, 1991), him.142.

#Muhammad AS. Hikam “Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Reformasi dan Demokrasi” dalam
Khamami Zada-Idy Muzayyad (ed.), Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia. (Yogyakarta: Senat
Mahasi swa Fakultas Syari“ah dan Pustaka Pel gjar, 1999), him. 12.

%, Arsekal Salim and Azyumardi Azra, Introduction The State...him. 10
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satu indikasinya adalah pengesahan RUU
Peradilan Agama padatahun 1989. Sebagai-
mana diketahui, Undang-Undang Peradilan
Agamamemuat ketentuan bahwabagi mereka
yang beragama lslam berlaku hukum Islam
dalam masal ah perkawinan, warisan, wagaf,
hibah dan sodakoh, secara politis RUU ini
didukung oleh FABRI, dan FKP yang pada
awalnya mendukung kelompok non-lslam.
Makadengan pengajuan RUU tersebut tidak
berarti pemerintah hendak memberlakukan
kembali Piagam Jakarta.
Meskipunteahterjadi hubungan akomo-
datif, RUU ini tetap mendapat penolakan dari
kelompok nasiondissekuler yang menila RUU
ini adakaitan dengan negaraldam dan Plagam
Jakartaseperti halnyaRUU Perkawinan, dan
bahkan jugaKHI mendapatkan isu penolakan
yang sama. Akan tetapi kekhawatiranitusirna
setelah Presiden Soeharto memberikanjaminan
bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan
Piagam Jakarta, dan selanjutnyapembahasan
RUU tersebut berjalan dengan baik, dan
menjadi Undang-Undang Peradilan Agama.
Sejalan dengan dinamikapolitik di eraOrde
Baru, ditemukan duamodel positivisas hukum
perkawinan Islam yaitu, model pertama
diferendas ddamunifikes hukumnasond ddam
satu undang- undang seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan, kedua, diferensias
ddamunifikas hukum nasond dengan peraturan
undang-undang tersendiri seperti Undang-
Undang PeradilanAgamadan KHI.
Keseluruhan pembahasan di atas
memunculkan sebuah teori bahwapositivisas
hukum perkawinan I|dam dalam politik hukum
I ndonesiamerupakan bentuk akomodas negara
terhadap |dam sgjauh berkait dengan diferen-
siasi dalam unifikasi hukum nasional dan
dinamikaperkembangan politik bangsa Artinya
bahwahukum yang akan dikemasdaam hukum

*|bid.
Ibid.

nasional sebagal produk dari politik hukum
nasional | ndonesaadal ah satu hukum nasional
yang mengabdi kepada kepentingan nasional,
dantidak dil etakkan hanyapadakesatuan hukum
daamarti satu hukumyang diunifikaskanyang
berlaku untuk sdluruh bangsalndonesia, karena
jikademikianituyang diterapkan, makaakan
terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum kepada
golongan-golongan dalam masyarakat. Hal ini
pasti akan menimbulkan ketidakadilan bagi
golongan-golongan yang bersangkutan.
Demikian pula hukum keluarga Ilam yang
berlaku di Nusantaramengacu kepadafa safah
bangsaBhinneka Tunggal Ika dan dasar negara
Pancaslla karenaitu plurditashukum merupakan
reditasyang harusdisadari.

K ebijakan palitik hukumterhadap aturan
di atas menuai kritik dan tanggapan dari
berbagai pihak, pertamankarenadinilai bahwa
auran-aurantersebut tidak lain untuk memenuhi
keinginan umat 1dam, karenaitu diskriminatif
berdasarkan ikatan primordial dan telah
melanggar pring p equality.®

Kedua, bentuk kebijakan politik hukum
Idamadaahsocial engineering. Politik hukum
IndonesiaterutamapadaeraOrde Baru, hukum
menjadi alat terhadap perubahan sosia baik
secaraevolus ataupun revolusi. Jadi hampir
semua proyek pembuatan hukum mengabdi
kepada pembangunan nasiona. Upaya pe-
merintah untuk menerbitkan undang-undang
perkawinan merupakan bagian yang terangkai
dengan perkembangan hukum Idam Indonesia

Tujuan pemerintah menerbitkan undang-
undang Perkawianan adal ah bertujuan mem-
batas perceraian, poligami, dan perkawinandi
bawah umur. Dalam hal ini Azyumardi men-
jelaskan bahwa undang-undang perkawinan
bertujuan untuk menciptakan kesehatan
kel uarga, pengaturan pertumbuhan penduduk,
perceraian dan poligami.®
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Ketiga, adalah untuk mengekspresikan
secaras mbolisyang mengisyaratkan hubungan
andarapemerintah dengan Idamyaitu sebagian
dipaksa berubah dari marginalisasi seperti
dijel askan oleh Wertheim menjel askan wa au-
pun masyarakat Indonesiamayoritasmudim,
merekacenderung bertindak seperti minoritas,
terutama padamasaregim Soekarno dan awal
regim Soeharto, berubah menjadi bersahabat
danhilang skap saing curiga,. Sdanjutnyayang
demikian ini juga karena faktor seperti
dijelaskan oleh Howard Federspiel sebagai-
mana dikutip oleh Arsekal Salim, meng-
identifikas kan sebuah perubahan besar tentang
persepsi warga negara Indonesia terutama
Intelektual dan Aktifis Muslim terhadap
Idam agar termanifestas kan dalam masyarakat
dan bangsa. Merekasadar memperhatikan nilai
dan moral budaya Indonesia sebagai suatu
pertimbangan penting dan diperlukan dalam
hukum Islam di negeri ini,® merekaini lebih
substansialisdalam memahami gjaran Islam
tidak formdis.

CIRI-CIRI PENERAPAN HUKUM IS-
LAM

Karakteristik hukum | slam yang dapat
diterapkan di Indonesiapadaera Orde Baru
adalah suatu yang bersifat keperdataan dan
pilihan hukum. Terhadap karakter ini, ke-
beradaannyatidak |epasdari suatu perjuangan
poltik yang berat, dantidak mustahil barang kali
dengan keterlibatan pemerintah menerapakan
ketentuan hukum Islam akan masih ada
kelompok yang berpandangan sebagai upaya
gradua untuk mengembalikan Piagam Jekarta.

Untuk memberlakukan hukum Islam
padaumatnyaberdasar sistem poltik yang ada

#|bid., him. 13.

padaeraOrde Baru yang dapat dilakukan oleh
umat Islam adalah berjuang dalam bingkai
politik hukumagar nilai-nilai-nilai Idam dapat
mewarna bahkan dapat menjadi materi, ddam
produk hukum terutamadal am lgpangan hukum
privat.*®

Daam kaitan denganini, makakedepan
gagasan Kuntowijoyo tentang Obyektifisasi
Islam cukup relevan, gagasan tersebut
berusahamenawarkan suatu jalan keluar agar
nila-nilal Idam, sebagai nila univerd tidek hanya
diterimaolehumat Idam sendiri, tetgpi jugaoleh
umeat agamalaintanapaharusmeyakini asd (Is-
lam).®©

L ebihlanjut Kuntowiyo menjelaskan,
bahwanilai-nilai |slam harusditerjemahkan
dalam kategori-kategori obyektif sehingga
dapat diterimasemuapihak. Suatu perbuatan
disebut obyektif bilaperbuatanitu dirasakan
oleh orang non-mudim sebagi suatu yang natu-
ral (sewgarnya), tidak sebagai perbuatan
keagamaan, walaupun disisi lain orang Ilam
boleh jadi tetap memandangnyasecarateologis
sebagal ibadah. Obyektifikasi Islam tetap
memandang hukum Islam sebagai sumber
hukum, namun untuk daopat menjadi hukum
positif hukum Idlam harus diobyektifikasikan
terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan
seluruh warganegara.*:Dan konskewensinya
add ah, ketikahukum poitif itu telah disahkan,
makayang berlakuitu adalah hukumnasiond,
tanpamenyebut lagi sumber hukumnya. Ada
bebergpapihak yang mengatakan kalau hukum
Islam dijadikan sebagal bagian dari hukum
nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum
daam perumusan kai dah hukum positif, maka
Indonesia, katanyaakan menjadi negaraldam,
tetapi selama ini hukum Belanda dijadikan
sebagai hukum positif dan juga dijadikan

Moh. Mahfud MD, “Poalitik Hukum: Perbedaan konsepsi AntaraHukum Barat dan Hukum Idlam”..., him. 44.
“Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. 2. (Bandung: Mizan, 1997), him. 67-69.

“bid.
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sebagai sumber hukum, belum pernah adaor-
ang mengatakan bahwa negarakitaini akan
menjadi negaraBelanda.

Sementaraddam ha hukum publik, yang
syariat Islam itu sendiri hanya memberikan
aturan-aturan pokok, atau asas-asasnyasaja,
maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum
dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum
nasiona, karenatidak boleh adahukum publik
(mengikat komunitasyangikatan primordidnya
beragam) yang didasarkan gjaran agama
tertentu sebab negara hukum Pancasila
mengharuskan tampilnyahukumyang menjamin
tolerans hidup beragamayang berperadaban.

Karakter berikutnya pada penerapan
hukum Idam padamasaOrde Baru, keabsahan
memilih hukum (ops hukum) bagi umat Idam
pada hukum tertentu ( seperti ketentuan hukum
yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang
No. 07 tahun 1989 yaitu perkarawaris, hibah,
wad at, wakaf dan sadagah, artinyanegaratidak
ikut campur dalam menentukan hukum apayang
akan digunakan dalam penyel esaian masalah
tesebut, negarahanyamemfditas dalam bentuk
lembagaperadilan antaraPeradilan Agamadan
Peradilan Umum).

Selain kedua ciri tersebut di atas, ada
yang memandang atau mengasusmskan bahwa
usahapemerintah untuk mengkodifikas kan atau
membentuk berbagai doktrin hukum Islam
dalam hukum nasional, adal ah tidak tulus hati

untuk memenuhi kebutuhan umat Idam, daam
pertimbangannyapemerintah lebih mementing-
kan untuk menjaga kel angsungan status quo
palitiknya, sehinggakemungkinan hukumhukum
itu adadalam bentuk hukum positif jikaada
keinginan politik dari pemerintah. Faktor
penyebabnyadi antaranyakonfiguras politik
pemerintahan Orde Baru adalah konfigurasi
politik otoritarian, lembagalegidtif lemah dan
lembagaekskutif sangat kuat, dari konfiguras
politik otoritarian melahirkan hukum yang
konservatif atau ortodoks.

KESIMPULAN

Dari uaraian di atasdapat disimpulkan,
kebijakan politik hukum Idam padamasaOrde
Bau:

1. Hukumldamdiakui sebaga sumber hukum
materiil yang terbatas pada persoalan
keperdataan ( Perkawianan, Waris, Hibah,
Wakaf dan Sadagah) sbagaimana ter-
cantum dalam Undang-Undang Perkawin-
an, Undang-Undang Peradilan Agama,
Peraturan Pemerintah tentang Wakaf dan
Kompilas HukumIdam.

2. Aturan-aturan hukum tersebut muncul dari
inigatif penguasaeksekutif karenaeksekutif
sangat kuat saat itu, sehingga kurang
aspiratif danlebih menunjukkan cerminan
kehendak politik penguasa.
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